SALINAN

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK
PIDANA BAGI PEGAWAI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang

a.

bahwa untuk menjamin pemenuhan hak pegawai Badan
Nasional = Penanggulangan Terorisme yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dan yang diberhentikan
karena tindak pidana, diperlukan pedoman penjatuhan
hukuman disiplin bagi pegawai Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan disiplin
pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme, perlu dilakukan  proses pemeriksaan,
penjatuhan hukuman disiplin dan pemberhentian karena
tindak pidana untuk menjamin objektivitas dalam
pelaksanaannya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan
berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia;

bahwa belum ada pengaturan secara komprehensif
mengenai penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Mengingat

1.

tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian
Karena Tindak Pidana bagi Pegawai Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



Menetapkan

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 30);

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA BAGI
PEGAWAI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai
karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

2. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja.

3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang
diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada
pegawai negeri sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil



(1)

(2)

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang
selanjutnya disebut pegawai adalah calon pegawai negeri
sipil, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang
bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa
yang  dilakukan  dalam = lingkungan administrasi
pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

dan/atau tindakan yang merugikan.

BAB II
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan terhadap
Pegawai.
Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. pemanggilan;
b. pemeriksaan;
c. penetapan; dan

d. upaya administratif.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 3
Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a dilakukan kepada Pegawai atas dugaan
Pelanggaran Disiplin.
Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan
pertama oleh atasan langsung.
Format surat panggilan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 4
Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atasan langsung
melakukan pemanggilan kedua.
Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
seharusnya dilakukan pemeriksaan.
Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan
kedua oleh atasan langsung.
Format surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5
Surat panggilan pertama Pegawai atau surat panggilan
kedua Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 disampaikan kepada Pegawai di tempat kerjanya.
Dalam hal Pegawai tidak berada di tempat kerjanya, surat
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara langsung ke alamat domisili Pegawai

dan melalui media elektronik.



(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak
diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi
keberadaanya, surat panggilan Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun
tetangga atau rukun warga setempat, atau nama lainnya
sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai.
Penyampaian surat panggilan Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilengkapi
dengan bukti tanda terima.

Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling sedikit memuat nama, tanggal, nomor telepon dan
tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai.

Format bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka
Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan
yang ada, tanpa dilakukan pemeriksaan.

Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penjatuhan
Hukuman Disiplin tanpa pemeriksaan.

Format berita acara penjatuhan Hukuman Disiplin tanpa
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 7
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b dilakukan terhadap Pegawai yang memenubhi

pemanggilan.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
surat panggilan pertama Pegawai atau surat panggilan
kedua disampaikan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung

maupun secara virtual.

Pasal 8

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan
dan bukti dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan
oleh Pegawai.
Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
atasan langsung.
Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. dugaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau

larangan;
b. tingkat dan jenis hukuman; dan
c. Pejabat yang Berwenang Menghukum.
Format analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilaksanakan atas dugaan pelanggaran kewajiban
dan/atau larangan dengan tingkat hukum disiplin ringan,
maka pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung.

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilaksanakan atas dugaan pelanggaran kewajiban
dan/atau larangan dengan tingkat hukum disiplin sedang,
maka pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau
dapat dilakukan oleh tim pemeriksa.

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dilaksanakan atas dugaan pelanggaran kewajiban



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

dan/atau larangan dengan tingkat hukum disiplin berat,

maka pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa.

Pasal 10
Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) dan ayat (3) terdiri atas:
a. atasan langsung;
b. unsur pengawas; dan
c. unsur kepegawaian.
Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak boleh terlibat dalam Pelanggaran Disiplin
yang didugakan kepada Pegawai yang diperiksa.
Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang
sama, maka atasan yang lebih tinggi secara berjenjang
menjadi anggota tim pemeriksa.
Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berasal dari Inspektorat.
Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ berasal dari Sekretariat Utama dan seluruh

pengemban fungsi dan tugas kepegawaian.

Pasal 11

Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 ayat (1) dapat melibatkan pejabat lain yang
ditunjuk.

Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pejabat yang ditunjuk
berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi
sesuai dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran

Disiplin.

Pasal 12
Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BNPT.
Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah ganjil dan bersifat ad hoc.



(3)

Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan atasan langsung
yang disampaikan secara berjenjang kepada Kepala BNPT
melalui Sekretaris Utama.

Pasal 13

Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 atasan langsung atau tim pemeriksa dapat meminta

keterangan dari pihak lain terkait Pelanggaran Disiplin.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

Pasal 14
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan dasar penjatuhan Hukuman Disiplin.
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ditanda tangani oleh atasan langsung atau
tim pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa secara langsung
maupun virtual.
Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menanda
tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berita acara pemeriksaan tetap menjadi dasar
penjatuhan Hukuman Disiplin.
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan salinannya kepada Pegawai yang
diperiksa.
Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 15
Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban
dan/atau larangan dengan tingkat hukum disiplin berat
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya untuk
kelancaran pemeriksaan.
Pembebasan sementara dari tugas jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

- 10 -

atasan langsung sejak pemeriksaan dimulai kepada unit
yang melaksanakan tugas di bidang kepegawaian.

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas
jabatannya dilakukan oleh atasan yang lebih tinggi secara
berjenjang.

Pembebasan sementara dari tugas  jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-
hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Terhadap jabatan Pegawai yang dibebas tugaskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat pejabat

pelaksana harian.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 16
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
dilakukan terhadap Pegawai yang telah diperiksa dan
terbukti melanggar kewajiban dan/atau larangan yang
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum tentang penjatuhan Hukuman Disiplin.
Dalam hal Pegawai merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Negeri Sipil keputusan Pejabat yang
Berwenang Menghukum tentang penjatuhan Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit:
a. Pelanggaran Disipilin yang dilakukan Pegawai; dan
b. Hukuman Disipilin yang diberikan.
Dalam hal Pegawai merupakan prajurit Tentara Nasional

Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik



(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-11 -

Indonesia keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum
tentang penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a. Pelanggaran Disipilin yang dilakukan Pegawai; dan

b. pengembalian penugasan ke instansi asal.

Format keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum
tentang penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 17

Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang
penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 disampaikan kepada Pegawai yang dijatuhi
Hukuman Disiplin.

Penyampaian keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain
yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyampaian keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan.

Pasal 18

Penyampaian keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara
langsung kepada Pegawai di tempat kerjanya.

Dalam hal Pegawai tidak menghadiri penyampaian
keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang
penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Keputusan Pejabat yang Berwenang

Menghukum tentang penjatuhan Hukuman Disiplin



(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

- 12 -

disampaikan ke alamat domisili Pegawai dan media
elektronik.

Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak
diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi
keberadaanya, penyampaian keputusan Pejabat yang
Berwenang Menghukum tentang penjatuhan Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada ketua rukun tetangga atau rukun warga setempat,
atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir
Pegawai.

Penyampaian keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) dilengkapi dengan bukti tanda terima penyampaian
keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang
penjatuhan Hukuman Disiplin.

Bukti tanda terima penyampaian keputusan Pejabat yang
Berwenang Menghukum tentang penjatuhan Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima
surat panggilan pegawai.

Format bukti tanda terima penyampaian keputusan
Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang penjatuhan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima

Upaya Administratif

Pasal 19
Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf d dapat diajukan oleh Pegawai yang tidak
puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
kepadanya.



(2)

- 13 -

Upaya Administratif sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA

Pasal 20

Pemberhentian karena tindak pidana dilakukan melalui tata

cara sebagai berikut:

a.
b.

penyampaian usulan pemberhentian; dan

penetapan.

Pasal 21

Penyampaian usulan pemberhentian karena tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:

a.

(1)

Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi
Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama,
jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional
ahli utama; atau

Pejabat Yang Berwenang kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian bagi Pegawai yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, jenjang
jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama

dan jabatan pelaksana.

Pasal 22

Penetapan  pemberhentian karena  tindak  pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diberikan

oleh:

a. Presiden bagi Pegawai yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi
madya, dan jenjang jabatan fungsional ahli utama;
atau

b. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai yang

menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- 14 -

administrasi, jenjang jabatan fungsional selain jenjang
jabatan fungsional ahli utama dan jabatan pelaksana.
Penetapan  pemberhentian karena  tindak  pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
surat keputusan pemberhentian karena tindak pidana
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul

pemberhentian diterima.

Pasal 23
Surat keputusan pemberhentian karena tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan
kepada Pegawai.
Penyampaian surat keputusan pemberhentian karena
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
penetapan.
Penyampaian surat keputusan pemberhentian karena
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara langsung kepada Pegawai di tempat
kerjanya.
Dalam hal Pegawai tidak menghadiri penyampaian surat
keputusan pemberhentian karena tindak  pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat
keputusan  pemberhentian karena tindak  pidana
disampaikan ke alamat domisili Pegawai dan media
elektronik.
Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak
diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi
keberadaanya, surat keputusan pemberhentian karena
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada ketua rukun tetangga atau rukun
warga setempat, atau nama lainnya sesuai dengan alamat
domisili terakhir Pegawai.
Penyampaian surat keputusan pemberhentian karena
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sampai dengan ayat (5) dilengkapi dengan bukti tanda
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terima penyampaian surat keputusan pemberhentian
karena tindak pidana.

(7) Bukti tanda terima penyampaian surat keputusan
pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama,
tanggal, nomor telepon dan tanda tangan penerima surat
panggilan Pegawai.

(8) Format bukti tanda terima penyampaian surat keputusan
pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 24
Surat keputusan pemberhentian karena tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan

tembusannya kepada instansi terkait lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1395

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perenc




LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN
PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK
PIDANA BAGI PEGAWAI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

A. FORMAT SURAT PANGGILAN PERTAMA

RAHASIA

SURAT PANGGILAN PERTAMA

NOMOR: ...

1. Bersama dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama
NRP/NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan

Unit Kerja

Untuk menghadap kepada
Nama

NRP/NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Pada

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Untuk diperiksa/ diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan

pelanggaran disiplin **)
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2. Demikian untuk dilaksanakan

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa ¥)

Nama .....ocooeeeeeineinniieineianennennens
NRP/NIP. ool
Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan
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B. FORMAT SURAT PANGGILAN KEDUA

RAHASIA

SURAT PANGGILAN KEDUA

NOMOR: ...

1. Bersama dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama
NRP/NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan

Unit Kerja

Untuk menghadap kepada
Nama

NRP/NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Pada

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Untuk diperiksa/ diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan

pelanggaran disiplin **)
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2. Demikian untuk dilaksanakan

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa ¥)

Nama .....ocooeeeeeineinniieineianennennens
NRP/NIP. ool
Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan
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C. FORMAT BUKTI TANDA TERIMA

BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN TERORISME

REPUBLIK INDONESIA

TANDA TERIMA

SURAT PANGGILAN PEGAWAI

NO

DISAMPAIKAN KEPADA YTH

PERIHAL NOMOR SURAT

Tempat, Tanggal
Yang menerima,
Nama

Telepon

Tanda Tangan

Pengirim
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D. FORMAT BERITA ACARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TANPA
PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TANPA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ................ Tanggal .... Bulan ..... tahun .. saya/ Tim Pemeriksa
yang terdiri dari *):
1. Nama

NRP/ NIP

Pangkat

Jabatan
2. Nama

NRP/ NIP

Pangkat

Jabatan
3. Dst.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan
wewenang yang ada pada saya/Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor : ...... Tanggal ......ccvvvveieiiinn... *) sebagai
Pejabat yang Berwenang Menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin tanpa
pemeriksaan terhadap :

Nama

NRP/ NIP

Pangkat/ Gol. Ruang

Tmt

Jabatan

Tmt

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan tidak memenui panggilan pertama dan panggilan
kedua terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai berdasarkan ketentuan
Pasal ..... Angka .... Huruf ...... (Peraturan Perundang-Undangan yang
terkait).

Setelah kepada yang diperiksa membaca Kembali keterangan-keterangan
yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara
pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap
NRP/NIP. ..ccoiiiiiiiiinnes
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Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat
sumpah jabatan, ditutup dan ditanda-tangani di .................. pada hari dan
tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA
1. KETUA TIM,

Nama Lengkap
NRP/NIP. ...cccoeiiinann.n.
2. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap
NRP/NIP. ...cccvvviinann.n.

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NRP/NIP. ...............
*) Coret yang tidak perlu
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E. FORMAT ANALISIS TERHADAP LAPORAN DAN BUKTI DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN

ANALISIS TERHADAP LAPORAN DAN BUKTI DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama e,
NIP/NRP ..

Jabatan  .ooeeiiiiiiiiiinn...

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Nomor ... Tahun ... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan
Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, berwenang membuat analisis terhadap laporan

dan bukti dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama i, ;
NIP/NRP :...cocooiiiiinnen. ;

Jabatan ...l ;

diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... Huruf ... yakni ...*, dugaan pelanggaran
tersebut merupakan kategori hukuman disiplin tingkat ringan/sedang/berat**
dan terhadap yang bersangkutan perlu dilaksanakan pemeriksaan. Adapun
terkait pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan diatas,

menyarankan pemeriksaan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum ... ***,

(Tempat), (Tanggal) (Bulan)
(Tahun)
(Pejabat yang Berwenang)

(Nama Lengkap)

*) diisi dengan dugaan pelanggaran

**) coret yang tidak perlu

***) tambahkan nama Pejabat yang Berwenang Menghukum
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F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ................ Tanggal .... Bulan ..... tahun .. saya/ Tim Pemeriksa
yang terdiri dari *):
1. Nama

NRP/ NIP

Pangkat

Jabatan
2. Nama

NRP/ NIP

Pangkat

Jabatan
3. Dst.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27/ Pasal 29 * Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan
wewenang yang ada pada saya/Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor : ...... Tanggal ......cccoceveieiiiinin. *) sebagai
tim pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama

NRP/ NIP

Pangkat/ Gol. Ruang

Tmt

Jabatan

Tmt

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ..... Angka .... Huruf ...... (Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait).

1. Pertanyaan :

Jawaban

2. Pertanyaan :

Jawaban
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3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca Kembali keterangan-keterangan
yang diberikan, maka yang diperiksan menandatangani berita acara
pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap

NRP/NIP. ...coiiiiiiiiine,
Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat
sumpah jabatan, ditutup dan ditanda-tangani di .................. pada hari dan

tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA
4. KETUA TIM,

Nama Lengkap
NRP/NIP. ...c.coiiiiann.n.

5. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap
NRP/NIP. ...cccoeiiiiann.n.

6. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap
*) Coret yang tidak perlu NRP/NIP........ccoceninne.
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G. FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
1. UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : a....;

Mengingat Doa. g

c. (dst).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai (tanggal-bulan-tahun)
menjatuhkan hukuman kepada Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil*:
1. Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang
Unit Kerja
2. Dst.
Kepada nama tersebut di atas dijatuhkan hukuman
disiplin tingkat ringan/sedang/berat*.
KEDUA : Karena yang bersangkutan pada tanggal...... telah

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
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KEEMPAT

KELIMA
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Pasal...... angka.....huruf.....Peraturan = Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Pada yang bersangkutan dijatuhkan hukuman
disiplin berupa......... **)

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ................
pada tanggal ...............

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

*) Coret yang tidak perlu

**) ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku).
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2. UNTUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : a....;
b....;
c. (dst).
Mengingat Doa. ..
b. ...;
c. (dst).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai (tanggal-bulan-tahun)
menjatuhkan hukuman kepada Prajurit Tentara
Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik
Indonesia *:
1. Nama
NRP
Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kerja
2. Dst.
KEDUA : Karena yang bersangkutan pada tanggal...... telah

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...

**)



-30 -

KETIGA : Pada yang bersangkutan dikembalikan ke instansi
asal
KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.
KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada

yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ................
pada tanggal ...............

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

*) Coret yang tidak perlu
**) ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku).
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H. FORMAT BUKTI TANDA TERIMA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA

BUKTI TANDA TERIMA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENGHUKUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DISAMPAIKAN KEPADA

NO YTH PERIHAL NOMOR KEPUTUSAN

Tempat, Tanggal
Yang menerima,
Nama

Telepon

Tanda Tangan

Pengirim

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perepcammaan,
Hukum, dan Hubupgfh MagSyarakat,

rono, Ak. M.M.

Bangban




LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN
PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK
PIDANA BAGI PEGAWAI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

FORMAT BUKTI TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA

BUKTI TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
KARENA TINDAK PIDANA

NO

DISAMPAIKAN KEPADA YTH

PERIHAL NOMOR KEPUTUSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencama
Hukum, dan Hubupg#h MagSyarakat,

’A- '

Tempat, Tanggal
Yang menerima,
Nama

Telepon

Tanda Tangan

Pengirim

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR




